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BUPATI NUNUKAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR

DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat

BUPATI NUNUKAN,

a. bahwa untuk optimalisasi pengelolaan pelayanan

pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 18
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di

Tepi Jalan Umum Perlu diubabh;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan
Daerah Kabupaten Nunukan tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor
18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir

di Tepi Jalan Umum;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);



Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896)
sebagaimana telah diubah dengan Undang — Undang
Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang — Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3962);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5362);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Repubik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006
tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4655);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5161);



15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013
tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5468);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014
tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 260, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 18
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di
Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Nunukan Tahun 2011 Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 9
Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran
Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2014 Nomor 9);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
dan
BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
NUNUKAN NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor
18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 18) diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4, angka 5, angka 6,
angka 9, angka 10, angka 15, angka 20, dan angka 23 diubah, serta
angka 25 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Nunukan.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Nunukan.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Dinas/Badan/Kantor yang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya meliputi urusan dibidang Angkutan Jalan.

S. Kepala SKPD adalah Kepala Dinas/Badan/Kantor yang lingkup
tugas dan tanggungjawabnya meliputi urusan dibidang Angkutan
Jalan.

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan wusaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan
bentuk usaha tetap.
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Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Nunukan.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,
dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan
oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang
berjalan di atas rel.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu Kendaraan Bermotor
yang bersifat sementara

Parkir berlangganan adalah Parkir yang pembayaran Retribusinya
dilakukan untuk jangka waktu tertentu.

Parkir Tepi Jalan Umum adalah tempat parkir yang berada di tepi
jalan umum dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat
parkir kendaraan.

Palayanan Parkir Tepi Jalan Umum adalah pelayanan penyediaan
tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola
oleh Pemerintah Kabupaten, tidak termasuk yang disediakan dan
dikelola oleh Pihak Swasta.

Juru Parkir adalah Petugas yang ditunjuk untuk mengatur
penempatan Kendaraan yang diparkir dan memungut retribusi
parkir di tepi jalan umum.

Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan
atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan
kepentingan dan kemanfaatan Umum serta dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau badan.

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut
Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan parkir di tepi
Jalan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
Peraturan Perundang undangan dibidang retribusi daerah
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu Bagi Wajib Retribusi untuk
memanfaatkan Parkir Tepi Jalan Umum.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SKRD adalah surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah
retribusi yang terhutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda.

Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif
adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai
penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan
pemungutan Retribusi.



23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan  ketentuan  peraturan perundang-undangan
retribusi daerah.

24. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah
serangkaian Tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai
Negeri Sipil, yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk
mencari serta mengumpulkan bukti, sehingga dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi
serta menemukan tersangkanya.

25. dihapus

Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 18
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kemampuan
wajib retribusi dan dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan,
pengurangan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan
Bupati.

Ketentuan Pasal 21 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Setiap orang yang memarkir kendaraan wajib menempatkannya
pada tempat-tempat parkir yang telah ditentukan.

(2) Lokasi tempat Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Dihapus



(4) Penetapan lokasi tempat parkir tepi jalan umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan :
a. rencana tata ruang wilayah (RTRW);
b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
c. kebersihan dan keindahan lingkungan; dan

d. kemudahan bagi pengguna jasa.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 2 November 2016

BUPATI NUNUKAN,
ttd
ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 2 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,
ttd
TOMMY HARUN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2016 NOMOR 5
Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
, Kg’p&ﬁ?&g\hn Hukum

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, KALIMANTAN
UTARA: 3/2016



